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INTISARI  
 
Tesis yang berjudul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK 
KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM 
DAN TERCAPAINYA KEADILAN” dengan rumusan masalah apakah kebijakan pemerintah 
Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi 
warga negara dan bagaimana kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas 
tanah untuk tercapainya keadilan bagi warga negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
apakah kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam 
mewujudkan perlindungan hukum bagi warga Negara dan bagaimana kebijakan pemerintah 
Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah untuk tercapainya keadilan bagi warga Negara. 
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus para peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste pada 
masa penjajahan bangsa Portugis, pendudukan bangsa Indonesia dan kemerdekaan Timor Leste.  
Hasil penelitian bahwa pemerintah Timor Leste telah membuat peraturan perundang-
undangan sebanyak 6 dan RUU tentang hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste/PROPOSTA 
DE LEI NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS 
IMÓVEIS (Regulasi khusus untuk defenisi hak milik atas tanah) sebagai hukum tertinggi setelah 
Konstitusi RDTL yang sudah disahkan oleh Dewan Menteri Timor Leste pada tanggal 10 Maret 
2010 yang pada bulan Januari 2012 Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) 
yang sudah dibahas pada tingkat komisi dan bersumber pada Pasal 54 dan 141 Konstitusi RDTL.  
Berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Rancangan Undang-Undang/RUU 
tersebut sebagai hasil dari kebijakan pemerintah Timor Leste terdahap hak kepemilkan atas tanah 
sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat melalui aspek, seperti 
warga negara asli menjadi subjek hukum, prosedur pengurusan/pendaftaran tanah serta lembaga 
DNTPSC RDTL dibawah Kementerian Kehakiman RDTL yang bertugas untuk mengatur tanah 
berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1, tanggal 10 Maret 2003 tentang Regulasi Hukum 
bagian I: Harta benda tidak bergerak. Namun keadilan terhadap hak kepemilikan atas tanah 
belum dapat diperoleh warga negara Timor Leste karena peraturan perundang-undangan dan 
RUU di Timor Leste tersebut belum terdapatnya pasal-pasal yang membahas secara khusus 
tentang hak kepemilikan atas tanah dalam hal batas maksimum dan minimum hak milik atas 
tanah (tanah pertanian dan non pertanian).  
 
Kata-kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Timor Leste, Hak Kepemilikan atas Tanah, 
Perlindungan Hukum dan Keadilan. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled: "TIMOR LESTE GOVERNMENT OWNERSHIP OF LAND IN THE 
MAKING LEGAL PROTECTION OF THE ACHIEVEMENT AND JUSTICE" the formulation 
of the problem whether the government's policy towards Timor-Leste the  right to land 
ownership in the realization of legal protection for citizens and how government policy towards 
the rights of Timor-Leste ownership of land to the achievement of justice for citizens. The 
research objective was to determine whether the policy of the government of Timor-Leste to the 
right of land ownership in the realization of legal protection for citizens and how government 
policy towards Timor-Leste  right of ownership of the land to the achievement of justice for 
citizens. This type of research is the normative legal research studies that focus the legislation 
relating to land ownership rights in  Timor-Leste during  Portuguese and Indonesia occupation 
and also after   Timor-Leste got independence.  
The results that the government of Timor-Leste has made the legislation as much as six 
Draft Law on the rights of land ownership in Timor-Leste/PROPOSTA LEI DE NO. / 2010 A 
REGIME ESPECIAL PARA DOS DEFINIÇÃO TITULARIDADE DA BENS IMÓVEIS 
(special regulations for the definition of property rights over land) as the supreme law after the 
Constitution which was approaved  by cabinet of council  in  Timor-Leste on March 10, 2010 it 
was send to  National Parliament Timor Leste on  January 2012 to discussed at the commission 
level with  rooted in Article 54 and 141 of the Constitution. 
Base  with the  legislation and the draft Law as a result of government policy towards 
Timor-Leste property rights over land as to realize the protection of the law. It can be seen 
through to  aspects, such as native citizens subject to the laws, procedures, 
administration/registration of land as well as agencies under the Ministry of Justice DNTPSC 
Timor-Leste in charge to manage the land under Article 17 of Law number 1 of date 10 of March 
2003 on Regulation of the Law Part I: property does not move. But justice against intellectual 
property rights to land can not be obtained because the citizens of Timor-Leste legislation and 
the draft Law in Timor-Leste can  not  discuss  with  the articles that specifically about  
ownership land in terms of maximum and minimum limits of property the rights land with 
(agricultural and non agricultural land). 
 
Key words: government policy, Timor-Leste, Ownership of land rights, Protection of the 
Law and Justice. 
 
 
 
 
 
